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BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2017 NOMOR 34  

 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 34TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAGELANG, 

 
Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun  2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah, perlu  menyusun Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 
2014 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali  terakhir dengan Peraturan Bupati 
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan perkembangan 
keadaan di Kabupaten Magelang, sehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-UndangNomor 23Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, 
TambahanLembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor5587) sebagaimana telahdiubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  
tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk 
Teknis Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan 
Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan 
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri 
yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 
 

Pasal 1 
 
Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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Pasal2 

 
(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 

BAB II KETENTUAN UMUM 

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD 

BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 

BAB VI PENETAPAN APBD 

BAB VII PELAKSANAAN APBD 

BAB VIII PERUBAHAN APBD 

BAB IX PENGELOLAAN KAS 

BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

BAB XI PENATAUSAHAAN KAS NON ANGGARAN 

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH 

BAB XV PENUTUP 

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

 

Akuntansi Keuangan Daerah dan Kerugian Daerah diatur dalam 
Peraturan Bupati tersendiri. 
 

Pasal 4 
 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten MagelangTahun 2017 Nomor 24) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Magelang. 
 
 

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 
  
BUPATI MAGELANG, 
 
ttd 
 
ZAENAL ARIFIN 

 
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2017 Nomor 34 
pada tanggal  

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 
     ttd 
 

EKO TRIYONO 
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